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Abstract 
This study aims to examine several things, namely the imposition of 
fines and obstacles in the application of Electronic Traffic Law En-
forcement (E-TLE) fines in the Sura-baya City area and solutions in 
overcoming obstacles in the application of Electronic Traffic Law En-
force-ment (E-TLE) tickets to traffic violators in the Surabaya City 
area. The type of research used is the legal research method. The results 
showed that the application of E-tickets, the application of fines for 
electronic traffic law enforcement (E-TLE) tickets went smoothly. The 
number of violations encountered in the field during the process is 
motorcycle drivers not wearing helmets, violating markings, and vio-
lating speed limits. The solutions carried out in overcoming the obsta-
cles that occur during the implementation of the electronic ticketing 
system are: a) Increase the number of CCTV installations on a number 
of roads in Surabaya City, b) Expand the socialization of electronic 
ticketing, and c) Reduce the name transfer fee. 
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Abstraks 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal yakni penera-
pan sanksi denda dan kendala dalam penerapan sanksi denda Tilang 
Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) di wilayah Kota Sura-
baya dan solusi dalam menanggulangi kendala dalam penerapan 
Tilang Elektronik Traffic Law Enforce-ment (E-TLE) terhadap 
pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian hukum. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa penerapan E-tilang penerapan sanksi denda tilang 
elektronik traffic law enforcement (E-TLE) berjalan lancar. Jumlah 
pelanggran yang ditemui di lapangan selama proses berjalan yaitu 
pengemudi sepeda motor tidak memakai helm, melanggar marka, dan 
melanggar batas kecepatan. Solusi yang dilakukan dalam menanggu-
langi kendala yang terjadi saat penerapan sistem tilang eletronik yai-
tu: a) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di 
Kota Surabaya, b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 
dan c) Mengurangi biaya balik nama.  
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1. Pendahuluan  

Pengaruh globalisasi di semua aspek 
kehidupan bermasyarakat saat ini tidak da-
pat dihindari dan semakin berkembang pe-
sat (Wang, 2020; Park et al., 2021; Barysė, 
2022; and Winter & Manheim, 2022). Faktor 
keinginan manusia  untuk memenuhi kebu-
tuhan hidupnya, menuntut setiap individu 
berusaha bergerak  dari satu tempat ke tem-
pat lain (Aman, 2015). Pergerakan mansusia 
setiap hari dapat dilihat di jalan raya.  Ting-
ginya tingkat kemacetan pada jam sibuk ka-
rena jarak suatu tempat yang dilalui ditem-
puh oleh bermacam-macam transportasi. 
Permasalahan di jalan raya yang sering tim-
bul adalah terjadinya pelanggaran lalu lintas 
(Filho et al., 2020). Hal tersebut dapat di-
buktikan dari indikasi bahwa angka kece-
lakaan kendaraan terus terjadi, bahkan cen-
derung meningkat setiap tahunnya. Pada ta-
hun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas 
meningkat sebesar 1.303.157 secara nasional 
dan 398.953 pelanggar di Jawa Timur se-
dangkan di Kota Suraaya pada tahun 2021 
terdapat sebanyak 2.364 pelanggaran lalu 
lintas. Permasalahan tersebut harus ditekan 
atau bahkan dihilangkan melalui kesadaran 
dari masyarakat khususnya pengendara ja-
lan raya (González et al., 2019).  Pelanggar-
an lalu lintas adalah orang yang menyim-
pang dari perintah lalu lintas, dimana akibat 
penyimpangan tersebut menimbulkan kece-
lakaan lalu lintas bagi pengguna jalan la-
innya, baik kerugian hidup serta luka 
(Akgunduz & Kazerooni, 2018). Bukti pe-
langgaran yang disingkat tilang adalah den-
da yang dikenakan oleh kepolisian kepada 
pengendara yang melanggar lalu lintas 
(Lagarde, 2019). Dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Jalan. 

Selanjutnya, undang-undang yang me-
ngatur penegakan ketertiban lalu lintas ter-
kait dengan ETLE (Electronic Traffic Law En-

forcement). ETLE adalah digitalisasi proses 
tiket dengan memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan efisien dan efektif secara ke-
seluruhan proses tilang. Penegakan hukum 
ETLE menggunakan kamera pengintai atau 
CCTV, sedangkan tiket elektronik yang me-
ngambil tindakan adalah anggota di la-
pangan (Martínez-Ruíz et al., 2019).  

Penelitian ini bertujuan untuk meng-
kaji beberapa hal yakni penerapan sanksi 
denda dan kendala dalam penerapan sanksi 
denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforce-
ment (E-TLE) di wilayah Kota Surabaya dan 
solusi dalam menanggulangi kendala dalam 
penerapan Tilang Elektronik Traffic Law En-
force-ment (E-TLE) terhadap pelanggar lalu 
lintas di wilayah Kota Surabaya. 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian hu-
kum hukum empirii karena mengkaji pene-
rapan sanksi denda E-TLE dan kendala 
kendala yang dialami didalam penerapan-
nya. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penerapan Sanksi Denda dan kendala da-
lam Penerapan di Wilayah kota Surabaya  

Sanksi denda sistem tilang Elektronik 
Traffic Law Enforcement sudah diterapkan 
Polrestabes Surabaya beserta Pemerintah 
Kota Surabaya yang telah resmi merilis Sis-
tem Electronic Traffic Law Enforcement (E-
TLE) atau Tilang Elektronik sebagai sistem 
penegakan hukum dibidang lalu lintas yang 
cukup efektif. Basis utama pemberlakukan 
sistem E-TLE ini adalah kamera CCTV yang 
terpasang di beberapa sudut jalan di Kota 
Surabaya. Pengendara yang melanggar bisa 
langsung ditegur melalui sound, tidak meng-
gunakan helm saat berboncengan sepeda 
motor, maka penumpang dibelakang motor 
di tegur untuk turun dari motor, pelanggar-
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an tersebut merupakan sebagaian kecil pe-
langgaran yang bisa tegur. Jika teguran itu 
tidak dilaksanakan maka akan terkena tilang 
elektronik. Selain CCTV Pemerintah Kota 
Surabaya juga mendapat bantuan Area Traf-
fic Control System (ATCS). Dimana melalui 
sistem ini semua arus lalu lintas bisa diatur 
melaui gedung COC. Jika ada macet, melalui 
ATCS ini semuanya bisa dihijaukan.  

Menurut ketentuan pasal 272 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ dinya-
takan “untuk mendukung kegiatan penin-
dakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan, dapat digunakan peralatan 
elektronik.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat 
dideskripsikan sebagai berikut bahwa pen-
erapan E-Tilang (E-TLE) sebuah pilihan 
yang efektif mencapai sasaran dalam pelak-
sanaa tilang terhadap pelanggar lalu lintas.  
ETLE sebagai sistem penegakan hukum di 
bidang lalu lintas yang cukup efektif, ber-
basis pada teknologi elektronik berupa ka-
mera ANPR (Automatic Number Plate Recog-
nition). Kamera ANPR dapat mendeteksi 
tanda nomor kendaraan bermotor secara 
otomatis, merekam, dan menyimpan bukti 
pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap 
kamera ANPR langsung tercatat di server 
operator Regional Traffic Management Centre 
(RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh 
petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman 
CCTV merupakan alat bukti yang sah, se-
hingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Da-
lam hal ini pengolahan data meliputi pen-
gecekan identitas kendaraan bermotor (ran-
mor) di database Regident Ranmor. Petugas 
akan membuat surat konfirmasi dan verifi-
kasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi 
ke alamat yang tertera dalam data pemilik 
kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya 
sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim 
menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat 
konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor 
atau pelanggar, kemudian mereka wajib 
memberikan jawaban atau klarifikasi me-
lalui http://www.etle-pmj.info/. Pelanggar 

akan diberikan waktu selama 7 hari untuk 
melakukan klarifikasi. 

Jika pelanggar tidak merespons, maka 
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di 
blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas 
memberikan surat tilang kepada pelanggar 
dengan mengirim kode BRIVA E-Tilang me-
lalui nomor ponsel yang tertera dalam surat 
konfirmasi. Surat tilang warna biru  diki-
rimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC 
melakukan pengecekan lembar tilang dan 
pengecekan kode BRIVA pembayaran denda 
tilang sudah diterima atau belum oleh pe-
langgar. Pelanggar dapat melakukan pem-
bayaran denda tilang melalui ATM. Setelah 
pembayaran dilakukan maka pelanggar da-
pat beraktifitas kembali. Pemblokrian STNK 
dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi 
yang belum melakukan pembayaran denda 
tilang.  

“Mekanisme E-Tilang (E-TLE) yakni 
meninjau jenis pelanggaran seperti penggu-
naan sabuk pengaman, menerobos lampu la-
lu lintas, parkir sembarangan, penggunaan 
helm, melawan arus dan peraturan marka 
jalan. Lalu penerapan E-Tilang (E-TLE) ini 
nantinya akan didasarkan pada data yang 
terdapat pada Tanda Nomor Kendaraan Ber-
motor (TNKB) atau pelat”. Lebih lanjut di-
nayatakan bahwa “Penerapan sanksi tilang 
berjalan cukup efektif karena pihaknya ber-
sama Polrestabes Surabaya masih terkendala 
dengan pengantaran surat tilang ke rumah 
pelanggar. Tidak optimal disini terkait de-
ngan penyampain surat tilang kedepannya, 
akan wacanakan kerja sama dengan PT. Pos 
dan juga langsung menghubungkan dengan 
SAMSAT terkait dengan block STNK yang 
ada. Planggaran yang ditemui dilapangan 
berupa melanggar lampu merah, melanggar 
marka jalan, melewati batas kecepatan, dan 
tidak pakai helm”. 

Adapun tujuan penerapan sistem Tilang 
Elektronik Traffic Law Enforcement yaitu me-
ningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu 
lintas, meningkatkan displin berlalu lintas, 
dan menekan tingkat fasilitas korban kecela-
kaan.  
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Mekanisme penerapan sistem Tilang 
Elektronik Traffic Law Enforcement yaitu pe-
langgaran terekam oleh kamera CCTV, ke-
mudian dilakukan pengelolaan oleh petu-
gas, mengecek identitas Ranmor di database, 
pembuatan surat konfirmasi dan verifikasi, 
pe-tugas mengirimkan atau mengantar surat 
tersebut ke alamat ranmor yang tertera se-
telah dikonfirmasi petugas melakukan pen-
indakan tilang dan memberikan surat tilang 
kepada pelanggar segera melakukan pem-
bayaran denda tilang, pelanggar diberikan 
waktu 5 hari untuk konfirmasi dan pelang-
gar mendapat surat tilang biru serta Kode 
BRI Virtual untuk pembayaran E-TLE, pe-
langgar diberi waktu 7 hari untuk pemba-
yaran denda tilang. Jika pelanggar tidak 
membayar maka petugas memblokir STNK 
sampai denda dibayar. Beberapa pelanggar-
an yang di tilang dalam penerapan sistem 
Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement yai-
tu pengendara motor tidak menggunakan 
helm, pengendara mobil tidak mengguna-
kan safety belt, pengendara yang melawan 
arus, dan pengendara motor yang berbon-
ceng. 

Kisaran denda tilang setiap pelanggar-
an yaitu pengendara tidak mempunyai Surat 
Ijin Mengemudi (SIM) (Rp 500.000), pengen-
dara tidak dapat memperlihatkan STNK (Rp 
250.000), syarat teknis sepeda motor tidak 
lengkap (Rp 250.000), syarat teknis mobil 
tidak lengkap (Rp 500.00), pengendara mobil 
yang tidak dilengkapi ban cadangan (Rp 
250.000), melanggar rambu lalu lintas (Rp 
500.000), melanggar batas kecepatan maksi-
mum (Rp 500.000), pengendara tidak ada 
STNK (Rp 500.00), tidak menggunakan safety 
belt (Rp 250.000), tidak menggunakan Helm 
(Rp 250.000), tidak menyalakan lampu saat 
gelap (Rp 250.000) dan tidak berisyarat saat 
berbelok (Rp 250.000).  

Pihak apparat kepolisian sebagai pela-
ksana sistem Tilang Elektronik, Pemerintah 
Kota Surabaya sebagai pengawas sistem Ti-
lang Elektronik ini dan Dinas Perhubungan 

sebagai penyedia alat atau CCTV di Kota 
Surabaya. Adanya persepsi masyarakat ten-
tang penerapan tilang elektronik di Kota Su-
rabaya, dapat menjadi acuan atau penilaian 
terhadap tingkat keberhasilan etilang di Ko-
ta Surabaya. Adapun mekanisme e-tilang 
yaitu:  a) Petugas yang berjaga di ruang pe-
mantauan cctv, b) Setelah data terangkum 
maka petugas akan melakukan pemblokiran 
pada surat tanda nomor kendaraan pelang-
gar, blokir surat tanda nomor kendaraan 
pelanggar akan dibuka ketika pelanggar te-
lah melunasi pembayaran dari denda tilang. 
c) Setelah pemblokiran maka pengiriman su-
rat tilang ke alamat pelanggar, d) Setelah 
pelanggar menerima surat tilang tersebut, 
pelanggar punya dua pilihan, pilihan per-
tama yaitu pelanggar bisa melakukan kom-
plain dengan menghubungi narahubung 
yang tertera dalam lembar surat tilang, atau 
bisa juga datang langsung ke pengadilan un-
tuk mengajukan banding, pilihan kedua yai-
tu bergerak sesuai prosedur atau arahan 
yakni membayar denda tilang di bank BRI 
sesuai nominal yang tercantum di lembar ti-
lang.  Berikut merupakan 12 pelanggaran la-
lu lintas yang bisa terpantau olehkamera 
cctv, yaitu: a) Pelanggaran plat nomor ganjil-
genap, b) Pelanggaran marka atau rambu ja-
lan, c) Pelanggaran batas kecepatan, d) Pe-
langgaran jalur busway, e) Pelanggaran tata 
cara parkir dan berhenti, f) Pengendara me-
nerobos lampu lalu lintas, g) Pengendara 
melawan arus, h) Pengendara tidak menge-
nakan helm, i) Pengendara tidak mengena-
kan sabuk pengaman, j) Pengendara meng-
gunakan ponsel saat mengemudi, k) Me-
naikkan atau menurunkan penumpang dan 
berhenti di sembarang tempat  dan l) Mem-
bonceng lebih dari satu. 

Adapun tujuan dari e-tilang yaitu: a) 
Meminimalisir tindak memeras atau mene-
rima suap dari oknum penegak, b) Membe-
rantas calo dan oknum petugas yang mem-
permainkan pelanggar di pengadilan, c) 
Membuat pelanggar menyadari pelanggaran 
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yang dilakukan, d) Dengan e-tilang bisa ber-
fungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, 
memberi edukasi, dan pelayanan prima, e) 
Denda tilang lebih mudah diaudit secara 
transparan, dikontrol penyalurannya dan 
pemanfaatannya, f) Sebagai salah satu wu-
jud modernisasi menuju sistem tilang secara 
elektronik yang impelementasinya dapat di-
lakukan secara manual, online, maupun el-
ektronik. Dari penjelasan diatas dapat disim-
pulkan bahwa penerapan sanksi denda ti-
lang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) 
berjalan lancar namun terdapat beberapa 
kendala.  

Kendala dalam Penerapan Sanksi Denda 
Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement 
(E-TLE) di Wilayah Kota Surabaya 

Faktor kendala dalam penerapan sank-
si E-Tilang antara lain adanya paradigma 
berpikir masyarakat instan di zaman mod-
ern, mulai lunturnya sensitivitas dalam sal-
ing berkendara dan minimnya etika berken-
dara untuk tertib, saling menghormati, dan 
saling menghargai sehingga mengakibatkan 
semakin tergerusnya rasa kepemilikan. Dari 
hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
masih banyak kendala yang dihadapi dalam 
penerepan Sistem Tilang Elektronik. Di ba-
wah ini merupakan penjelasan dari setiap 
kendala di atas. 1) Kurangnya pengawasan 
dari petugas kepolisian. Adanya pemasan-
gan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Su-
rabaya seharusnya mendapat bantuan pe-
ngawasan dari pihak petugas kepolisian. 
Seringkali tidak adanya petugas yang me-
ngawasi lalu lintas membuat masyarakat ti-
dak takut melakukan pelanggaran, karena 
masyarakat cenderung takut pada petugas 
yang berjaga ketimbang CCTV yang terpa-
sang. 2) Sosialisasi pemerintah dan pihak 
kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pe-
merintah dan pihak kepolisian yang sangat 
minim tentang penerapan tilang elektronik 
membuat kebanyakan masyarakat tidak me-
ngetahui bahwa ada penerapan elektronik di 
Kota Surabaya. Masyarakat pinggiran kota 
yang tidak mendapatkan informasi tentang 

penerapan tilang elektronik mengganggap 
bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah 
wacana pemerintah. 3) Penindakan pelang-
garan yang kurang tegas. Penindakan pe-
langgaran yang kurang tegas membuat ma-
syarakat tidak takut bahkan tidak meng-
hiraukan adanya CCTV yang berfungsi se-
bagai pemantau dan alat bukti tilang yang 
bisa merekam pelanggaran yang dilakukan 
di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat 
seperti menutup mata dengan adanya tilang 
elektronik dengan menggunakan CCTV. 4) 
Prosedur penyelesaian tilang elektronik 
yang masih terbilang rumit. Kurangnya so-
sialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
membuat masyarakat tidak paham bahkan 
tidak tahu prosedur penilangan dengan 
menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat 
juga tahu tetapi menganggap penyelesaian-
nya masih sangat rumit. Pemerintah kurang 
memperhatikan masyarakat yang kurang 
paham tentang elektronik. 5) Masalah pelat 
kendaraan motor dari luar Kota Surabaya, 
tentunya ini tidak akan terdeteksi sehingga 
tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi 
evaluasi dari Satlantas Polrestabes Surabaya 
bisa bekerjasama dengan Polres lain. 6) Ter-
kait kepemilikan kendaraan yang melanggar 
aturan lalu lintas. Proses penindakan sulit 
dilakukan jika kendaraan sudah berpindah 
tangan tetapi belum dilakukan balik nama, 
karena surat tilang akan di kirim ke alamat 
pemilik kendaraan yang pertama. 7) Terkait 
seperti rental motor atau mobil. Sebab san-
gat mungkin yang melalukan pelanggaran 
adalah si A (parental kendaraan) tetapi surat 
tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik 
kendaraan) karena STNK dan BPKB atas na-
ma si B (pemilik kendaraan). 8) Sebaiknya 
bank tempat pembayaran E-TLE bukan han-
ya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan 
memudahkan akases masyarakat membayar 
denda tilang. 9) Penerapan E-TLE jangan ha-
nya menjadi proyek uji coba atau sementara 
saja, tetapi harus menjadi program yang per-
manen untuk memperkuat penerapan ERP 
(Elektronik Road Pricing). Belum fiksnya tek-
nologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan 
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E-TLE bisa berhenti di tengah jalan. 
Penerapan E-tilang merupakan sebuah 

pilihan yang efesien dan efektif untuk men-
capai sasaran dalam pelaksanaan tilang ke-
pada pelanggar peraturan lalu lintas.  Na-
mun saat ini di Indonesia E-tilang belum se-
penuhnya efektif karena penerapannya ma-
sih dalam tahap uji coba dan dari uji coba 
tersebut akan diadakan evaluasi untuk per-
baikan pelayanan E-tilang selanjutnya. ETLE 
sebagai sistem penegakan hukum di bidang 
lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada 
teknologi elektronik berupa kamera ANPR 
(Automatic Number Plate Recognition). Kamera 
ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Ken-
daraan Bermotor secara otomatis, merekam, 
dan menyimpan bukti pelanggaran. Kenda-
raan yang tertangkap kamera ANPR dapat 
tercatat di server operator Regional Traffic 
Management Centre (RTMC). Data tersebut 
da-pat diolah oleh petugas sesuai dengan 
UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat 
bukti yang sah, sehingga dapat dipakai se-
bagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan 
data meliputi pengecekan identitas kenda-
raan bermotor (ranmor) di database Regident 
Ranmor. Kemudian petugas akan membuat 
surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya 
mengirim surat konfirmasi ke alamat yang 
tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat 
yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan 
oleh pimpinan dan dikirim menggunakan 
Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi di-
terima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, 
Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 
hari untuk melakukan klarifikasi.  

Bukti pelanggaran disingkat tilang a-
dalah denda yang dikenakan oleh polisi ke-
pada pengguna jalan yang melanggar pera-
turan. Proses penilangan sebelum adanya E-
tilang polisi memberhentikan pelanggar de-
ngan sopan dan santun, kemudian mene-
rangkan tentang kesalahan pelanggar. Pe-
langgar diberikan surat tilang dan akan di-
urus di Pengadilan, kemudian pelanggar 
akan membayar denda di Pengadilan. Se-

hingga hal tersebut memerlukan waktu yang 
lama dalam mengurus tilang. E-Tilang atau 
Tilang Elektronik ini adalah digitaliasi pros-
es tilang dengan memanfaatkan teknologi 
diharapkan seluruh proses tilang akan lebih 
efisien dan efektif juga membantu pihak ke-
polisian dalam manajemen administrasi. Ap-
likasi dikategorikan kedalam dua user yang 
pertama yaitu pihak kepolisian dan yang 
kedua adalah pihak kejaksaan, pada si-si 
kepolisian sistem akan berjalan pada kom-
puter tablet dengan sistem operasi android 
sedangkan pada pihak kejaksaan sistem a-
kan berjalan dalam bentuk website, sebagai 
eksekutor seperti proses siding manual. 

Berdasarkan ketiga fungsi utama, ap-
likasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi se-
bagai pengantar untuk membayar denda ke 
Bank karena mekanisme melibatkan form 
atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau 
kertas bukti pelanggar tidak digunakan, ap-
likasi ini hanya mengirim reminder berupa 
ID tilang yang menyimpan seluruh data atau 
catatan polisi mengenai kronologis tilang 
yang akan diberikan kepada pengadilan a-
tau kejaksaan yang memiliki website dengan 
integrasi database yang sama, sehingga ap-
likasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada 
fungsi nomor dua. Polisi telah menerapkan 
E-tilang atau tilang online, dengan adanya 
aturan baru ini, diharapkan proses penilang-
an yang dulu dianggap rumit, dan menyita 
banyak waktu lewat persidangan, sudah ti-
dak akan ada lagi. Dengan adanya E-tilang, 
proses penilangan yang dulunya harus di-
catat secara manual di atas secarik kertas 
blanko atau surat tilang menjadi tidak berla-
ku lagi. Sebab pengendara yang melanggar 
akan dicatat langsung melalui aplikasi yang 
sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pen-
gendara yang terkena tilang diwajibkan un-
tuk membayar denda maksimal sesuai pasal 
yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengen-
dara yang terkena tilang sudah membayar 
lunas denda, polisi yang menilang akan me-
nerima pemberitahuan di ponselnya. Kemu-
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dian, pelanggar bisa menebus surat yang 
disita langsung cukup dengan menyerahkan 
tanda bukti bayar, maupun mengambilnya 
di tempat yang disebut dalam pemberita-
huan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi de-
ngan Pengadilan dan Kejaksaan. Hakim a-
kan memberi putusan, dan jaksa akan me-
ngeksekusi putusan itu, biasanya dalam 
waktu seminggu hingga dua minggu. 

Cara Proses Pembayaran E-tilang pem-
berlakuan sistem tilang elektronik atau E-
tilang, Korlantas Polri meminta seluruh ma-
syarakat untuk terlebih dahulu mengunduh 
aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem o-
perasi Android. Setelah aplikasi diunduh 
dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang 
melakukan penilangan akan memberikan 
nomor ID tilang kepada pengendara yang 
terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak 
memiliki ponsel berbasis android, dapat ju-
ga membayar melalui secara manualmelalui 
teller bank yang sudah di tetapkan. Untuk 
pembayaran dendanya, pihak kepolisian 
telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI. 

E-tilang tidak hanya memberikan ma-
nfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada 
pihak kepolisian hampir di semua negara 
maju sudah menerapkan sistem tilang el-
ektronik dan tidak harus mengikuti sidang 
di Pengadilan. Di negara lain tilang adalah 
denda administrasi, bukan pidana sementa-
ra di Indonesia tilang berupa denda pidana. 
Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari 
E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tin-
dak korupsi yang biasa dilakukan oleh apa-
rat penegak hukum yang tidak bertanggung 
jawab kepada pelanggar. E-tilang ini memi-
liki manfaat utama yaitu untuk memudah-
kan masyarakat. Karena masyarakat sudah 
tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadi-
lan yang sangat menyita waktu. Sistem real-
time yang ada pada E-tilang ini memungkin-
kan pihak kepolisian mengecek data pem-
bayaran secara langsung. Kedepannya, sis-
tem ini juga akan dibuat terpadu dengan 
server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pe-
langgar yang belum menyelesaikan kewa-
jibannya, mereka tidak bias memperpanjang 

surat menyurat kendaraan tersebut. 
Saat ini, E-tilang masih memiliki keter-

batasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa 
melayani slip tilang biru. Untuk informasi, 
tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan 
menitipkan uang tunai ke petugas namun 
untuk meminimalisir terjadinya pungli, di-
berlakukan E-tilang ini karena dengan sis-
tem ini tidak ada lagi transaksi tunai antara 
pelanggar dengan petugas. 

Solusi dalam Menanggulangi Kendala Pe-
nerapan Tilang Elektronik Traffic Law En-
forcement (E-TLE) Terhadap Pelanggar Lalu 
Lintas di Wilayah Kota Surabaya 

Dalam menanggulangi kendala yang 
terjadi dalam penerapan tilang elektronik, 
pemerintah dan pihak kepolisian harus men-
jalin kerjasama yang baik dan membangun 
kekompakkan agar dalam penerapan tilang 
E-TLE di Kota Surabaya dapat terlaksana 
dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tin-
dakan baru dalam menegakkan tertib lalu 
lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, di-
harapkan seluruh proses tilang lebih efisien 
dan efektif serta membantu kepolisian da-
lam memaksimalkan kinerja kepolisian da-
lam menindaki pengguna jalan yang tidak 
tertib saat berkendara. 

Pemerintah bekerjasama dengan Ke-
polisian Republik Indonesia menerapkan sis-
tem ini agar dapat mengurangi praktik pu-
ngli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang 
ini dibantu dengan pemasangan kamera 
CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk me-
mantau keadaan jalan. Melalui penelitian, 
banyak saran dan masukan yang diberikan 
oleh masyarakat kepada pemerintah terkait 
penerapan tilang elektronik di Kota Suraba-
ya, termasuk juga terkait dengan mengenai 
solusi dalam menanggulangi kendala Pen-
erapan Sistem Tilang Elektronik. 

Dari hasil wawancara dapat disimpul-
kan solusi untuk kendala penerapan sistem 
tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperban-
yak pemasangan CCTV, memperluas sosiali-
sai sistem elektronik (E-TLE) dan mengu-
rangi biaya balik nama kendaran.  1) Mem-
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perbanyak pemasangan CCTV di sejumlah 
ruas jalan di Kota Surabaya: Rekaman CCTV 
adalah suatu media yang dapat digunakan 
untuk memuat rekaman setiap informasi 
yang dapat dilihat dan didengarkan dengan 
bantuan sarana rekaman CCTV. Beberapa 
masyarakat beranggapan bahwa peluang 
yang ditimbulkan dapat membuat masyara-
kat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lin-
tas. Meskipun telah ada CCTV yang tepa-
sang pada lampu lalu lintas, pengendara 
yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan 
yang tidak terdapat CCTV. Peluang untuk 
melakukan pelanggaran masih sangat besar 
dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan 
tidak terdapat CCTV.  2) Memperluas sosial-
isasi tentang tilang elektronik. Pada da-
sarnya penerapan tilang elektronik baru-
baru ini diberlakukan di Kota Surabaya. Ku-
rangnya sosialisassi pemerintah dan pihak 
kepolisian menyebabkan banyaknya masya-
rakat yang kurang tahu atau bahkan tidak 
mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang e-
lektronik di Kota Surabaya. Minimnya infor-
masi yang didapat masyarakat membuat pe-
merintah menghadapi beberapa hambatan. 
Tingginya tingkat pelanggaran la-lu lintas 
tidak sepenuhnya kesalahan ada pada ma-
syarakat, tetapi sebagian lagi dari pemerin-
tah yang tidak memberikan pemahaman 
yang khusus terkait tentang penerapan ti-
lang elektronik. Sebagian lagi masyarakat 
hanya mendapatkan informasi melalui sosial 
media. Dengan memperluasnya informasi 
tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan 
pemerintah Kota Surabaya mampu bekerja-
sama dan melibatkan masyarakat secara 
langsung dalam menanggulangi dan men-
gurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan 
berlalu lintas. 3) Mengurangi biaya balik 
nama kendaraan: Beberapa masyarakat me-
nganggap kurang efektifnya penerapan ti-
lang elektronik dikarenakan banyak penge-
mudi kendaraan membeli kendaraannya 
melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau 
membeli mobil bekas. Pengemudi kendara-

an yang membeli kendaraan mengguna-kan 
nama pemilik sebelumnya dengan alas-an 
mahalnya biaya balik nama. 

Solusi yang harus dilakukan dalam 
menanggulangi kendala yang terjadi saat pe-
nerapan sistem tilang eletronik di Kota Su-
rabaya yaitu: a) Memperbanyak pemasang-
an CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Su-
rabaya, b) Memperluas sosialisasi tentang 
tilang elektronik, dan c) Mengurangi biaya 
balik nama kendaraan karena beberapa ma-
syarakat menganggap kurang efektifnya pe-
nerapan tilang elektronik dikarenakan ban-
yak pengemudi kendaraan membeli kenda-
raannya melalui pihak kedua atau pihak ke-
tiga atau membeli mobil bekas sehingga da-
pat dikatakan bahwa biaya pelanggaran ter-
lalu mahal. 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Penerapan E-tilang dapat disimpulkan bah-
wa penerapan sanksi denda tilang elektronik 
traffic law enforcement (E-TLE) berjalan lancar. 
Jumlah pelanggran yang ditemui di lapan-
gan selama proses berjalan yaitu pengemudi 
sepeda motor tidak memakai helm, melang-
gar marka, dan melanggar batas kecepatan.  
2) Solusi yang harus dilakukan dalam me-
nanggulangi kendala yang terjadi saat pene-
rapan sistem tilang eletronik di Kota Sura-
baya yaitu: a) Memperbanyak pemasangan 
CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Sura-
baya, b) Memperluas sosialisasi tentang ti-
lang elektronik, dan c) Mengurangi biaya ba-
lik nama kendaraan karena beberapa masya-
rakat menganggap kurang efektifnya pen-
erapan tilang elektronik dikarenakan banyak 
pengemudi kendaraan membeli kendaraan-
nya melalui pihak kedua atau pihak ketiga 
atau membeli mobil bekas sehingga dapat 
dikatakan bahwa pelanggran terlalu mahal. 
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Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah Pe-
merintah diharapkan mampu memberikan 
informasi terkait elektronik traffic law en-
forcement (E-TLE) secara lebih luas kepada 
masyarakat Kota Surabaya, utamanya ma-
syarakat yang berada di pinggiran kota.  Pe-
tugas kepolisian yang bertugas di jalan ra-ya 
diharapkan mampu menerapkan aturan-
aturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dan menjauhi segala bentuk 
pungli (pungutan liar) dalam bentuk 
penyelesaian di tempat. 
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